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ABSTRAK

Pudjiantono Pinugroho. 201820252002. Analisis Yuridis Penetapan
Putusan Cerai Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Pejabat Yang Berwenang Terkait
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi
Pegawai Negeri Sipil.

Kasus Putusan Pengadilan mengenai Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa
izin dari atasan yang berwenang, yang bertujuan menjawab masalah tentang (1)
Bagaimana Analisis Yuridis Penetapan Putusan Cerai Pegawai Negeri Sipil tanpa
Izin Pejabat yang berwenang ? dan (2) Bagaimana Akibat Hukum Putusan Cerai
tanpa izin pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri Sipil ?

Data Penelitian dihimpun melalui analisa terhadap Putusan Nomor 1096
/Pdt.G/2010/PA.Grt , Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2013/PA.KP, Putusan Nomor
0069/Pdt.G/2014/PA.Tlb dan Putusan Nomor 3096/Pdt.G/2019/PA.Bks. yang di
analisis dengan tehnik deskriptif menggunakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara
Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa disertai surat izin dari Pejabat yang
berwenang telah sesuai dengan hukum formil dan materiil yang menjadi dasar
beracara di Pengadilan Agama karena berdasar pada Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, mengenai tidak adanya surat izin dari pejabat yang
berwenang, telah sesuai dengan butir 5 SEMA Nomor 5 Tahun 1984 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dan Akibat Hukum
Putusan Cerai tanpa izin pejabat yang berwenang terhadap Pegawai Negeri Sipil,
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 , Pasal 15 ayat (1) dijatuhi
Hukuman Berat.

Sejalan dengan Kesimpulan diatas, maka perlunya perubahan Pasal 3 ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990, yakni seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Perceraian tidak
perlu mendapat izin dari pejabat tetapi hanya melaporkan secara administrasi dan
Perlunya Penghapusan sanksi dari akibat hukum yang ditimbulkan oleh Seorang
Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian tanpa izin Pejabat dikarenakan
sanksi tersebut tidak sesuai dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi oleh
Undang-Undang.
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ABSTRACT

Pudjiantono Pinugroho.201820252002. Juridical Analysis of Decision
on Divorce for Civil Servants without Authorized Officials' Permit Related to
Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendments to
Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce
Permits for Civil Servants.

The Court Decision Case regarding the Divorce of Civil Servants
without permission from the competent superior, which aims to answer the
problem of (1) How is the juridical analysis of the decision to divorce civil
servants without permission from the authorized official? and (2) What are the
legal consequences of a decision on divorce without the authorized official's
permission on civil servants?

Research data were collected through analysis of Decision Number 1096
/Pdt.G/2010/PA.Grt, Decision Number 0007/Pdt.G/2013/PA.KP, Decision
Number 0069/Pdt.G /2014/PA.Tlb and Decision Number
3096/Pdt.G/2019/PA.Bks. which is analyzed with descriptive techniques using
related laws and regulations.

The results of the study concluded that the Panel of Judges who decided the
divorce case of Civil Servants without a permit from the authorized official was in
accordance with the formal and material laws which became the basis for
proceedings at the Religious Court because it was based on Article 1 of Law
Number | Year 1974 concerning Marriage and Article 19 letter (f) Government
Regulation Number 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974
concerning Marriage, regarding the absence of a permit from an authorized
official, is in accordance with item 5 SEMA number 5 of 1984 concerning
Implementation of Government Regulation Number 10 of 1983 | and the legal
consequences of the decision to divorce without the authorized official's
permission for civil servants, according to Government Regulation Number 45 of
1990, Article 15 paragraph (1) is subject to severe punishment.

In line with the above conclusion, it is necessary to amend Article 3
paragraph 1 of Government Regulation Number 10 of 1983 jo. Government
Regulation Number 45 of 1990, namely a Civil Servant who carries out a Divorce
does not need to get permission from the official but only reports administratively
and the need to remove sanctions from legal consequences caused by a Civil
Servant filing for divorce without the official's permission because the sanction is
not in accordance with the principle of justice upheld by law.

Keywords: Divorce, Civil Servant
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